[ SALINAN ]

WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa
pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar
rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan peraturan

kepala daerah tentang penjabaran APBD;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 ruang lingkup pedoman penyusunan APBD Tahun 2025
point 4.6 pelaksanaan pekerjaan, pembayaran atas ikatan
perjanjian/kontrak, dan/atau perikatan yang melewati tahun
anggaran berkenaan atas pekerjaan yang telah diselesaikan
dan dituangkan dalam berita acara serah terima pada tahun
sebelumnya namun belum dilakukan pembayaran, untuk
menjadi dasar penganggaran dalam APBD TA.2025 dan
melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD
TA.2025 yang kemudian diberitahukan kepada pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang
perubahan APBD TA 2025 yang dianggarkan dalam program,

kegiatan, dan subkegiatan serta kode rekening berkenaan;



Mengingat

C.

bahwa untuk penyelesaian pembayaran hutang kepada pihak
ketiga yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Banda
Aceh berdasarkan hasil reviu Inspektorat Kota Banda Aceh
Nomor 700/R.003/ITKOT-LHR /2025 Tanggal 06 Februari 2025
tentang Laporan Hasil Reviu Atas Surat Perintah Membayar
(SPM) TA. 2024 Yang Menjadi Kewajiban di Tahun Anggaran
2025 Pada Pemerintah Kota Banda Aceh dan penyesuaian
rincian alokasi transfer ke daerah berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025
Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah
Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025
Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang
Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam
Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat
Gubernur Aceh Nomor : 000.7/1380 tentang Penyesuaian
Alokasi Dana Otsus Kabupaten/Kota Tahun 2025, dipandang
perlu merubah Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2025;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

1.

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun

Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara

Republik .....



Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);



7.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda
Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6925);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18



Menetapkan :

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun
2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2025.



Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun
Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.479.160.993.273,-, setelah
dilakukan penyesuaian berubah menjadi sebesar
Rp. 1.446.918.851.173,- dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.469.160.993.273,-

b. Berkurang Rp. 32.242.142.100,-

Jumlah Pendapatan

Setelah Perubahan Rp. 1.436.918.851.173,-
2. Belanja

a. Semula Rp. 1.476.360.993.273,-

b. Berkurang Rp. 32.242.142.100,-

Jumlah Belanja

Setelah Perubahan Rp. 1.444.118.851.173,-

3. Pembiayaan
a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula Rp. 10.000.000.000,-
2) Bertambah Rp. -

)

Jumlah penerimaan

pembiayaan setelah

Perubahan Rp. 10.000.000.000,-
b. Pengeluaran pembiayaan
1) Semula Rp. 2.800.000.000,-
2) Berkurang Rp. 0,-

Jumlah pengeluaran

pembiayaan setelah

Perubahan Rp. 2.800.000.000,-

Jumlah pembiayaan neto

setelah perubahan Rp. 7.200.000.000,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan Rp. 0,-
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan.

2. Lampiran Il Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kota Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan.

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 14 April 2025 M
15 Syawal 1446 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL
Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 14 April 2025 M
15 Syawal 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO

BACHTIAR
BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025 NOMOR 8



